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MOTTO 

                           

                  

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum 30:21) 
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ABSTRAK 

 

Muhamad Farid Noviawan, 2021: Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa 

Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

0334/Pdt.G/2020/Pa. Sit 

 

Kata Kunci: Perceraian Anggota Militer, Izin Atasan, Putusan Pengadilan Agama 

Situbondo 

 

Perceraian Pegawai Negeri Sipil diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990, dan juga terkait teknis perizinan menyesuaikan instansi pemerintah terkait 

seperti TNI dan lain-lain.  Dan Pengadilan Agama Situbondo didalam Putusan Nomor 

0334/Pdt.G/2020/PA.Sit mengabulkan permohonan cerai oleh anggota TNI di 

Pengadilan Agama Situbondo, tanpa izin dari atasan. Pertimbangan hakim didalam 

memutuskan perkara tidak hanya syarat administratif saja, akan tetapi melindungi 

subjek hukum agar tidak tersiksa secara lahir dan batin, serta merupakan kewenangan 

hakim didalam memutus perkara. 

 Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini ada 3, yaitu: 1) Bagaimana duduk 

perkara permohonan cerai Anggota Militer tanpa izin atasan dalam putusan Pengadilan 

Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit? 2) Bagaimana pertimbangan hukum 

Hakim (Ratio Decedendi) dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo  Nomor 

0334/Pdt.G/2020/PA.Sit terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Ijin Atasan? 3) 

Bagaimana akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

0334/Pdt.G/2020/PA.Sit terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Ijin Atasan?. 

 Metode penelitian pada penelitian ini adalah normative dengan pendekatan kasus 

(case approach), dan ditambah hasil wawancara sebagai penguatan bahan hukum yang 

dikaji. 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Duduk perkara perkara permohonan 

cerai Anggota Militer tanpa izin atasan dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo 

Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit adalah karena perselisihan dan pertengkaran antara 

Pemohon dan Termohon disebabkan perselingkuhan serta Termohon nusyuz dan sulit 

untuk didamaikan sehingga mengakibatkan  Pemohon menderita lahir dan batin; 2) 

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Situbondo didalam memutus perkara nomor 

0334/Pdt.G/2020/PA.Sit tentang permohonan Cerai Anggota Militer tanpa izin dari 

atasan yakni berdasarkan kepada konsep dan asas kewenangan hakim didalam 

penyelesaian perkara dan asas kemaslahatan dari kedua belah pihak yang berperkara 

yakni dari sisi sosiologis maupun psikologis. Agar salah satu atau kedua belah pihak 

tidak mengalami tekanan lahir maupun batin mereka berdaulat atas dirinya sendiri untuk 

memilih jalan mana yang mereka anggap tepat; 3) Akibat hukum yang timbul dan sikap 

institusi TNI terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Situbondo adalah mantan 

suami (anggota TNI) melaporkan keatasan/institusi sebagai syarat administrasi. Institusi 

TNI menerima adanya putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dari 

Pengadilan Agama, setelah adanya putusan tersebut tergugat (anggota TNI) diwajibkan 

untuk mengurus syarat-syarat administrasi yang telah diberlakukan di institusi TNI 

dengan segala sanksi yang akan dijatuhkan sebagai konsekuensi disiplin militer. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu ikatan lahir 

batin yang sangat kuat (mitsaqon gholido) untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah  dan dibangun oleh suami dan istri untuk 

membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
1
 Dengan niat 

melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah pernikahan menjadi 

sarana untuk beribadah sesuai dengan ayat Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 

yang berbunyi:

                          

                    

 

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-

Rum:21) 
2
 

 

Terdapat banyak kesunnahan dan ketentuan terkait pelaksanaan 

perkawinan, didalam kitab bulughul marom juga diajarkan secara tidak 

langsung bahwasanya nikah terdapat sistem administrasi didalamnya seperti 

pencatatan nikah,: 

                                                             
1
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 

2
 Al-Qur’ân, 30:21. 
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 –صلى الله عليه و سلم  –وعن عامر بن عبد الله بن الزبير, عن أبيه: أن رسول الله 
 .قال : أعلنوا النكاح. رواه أحمد و صححه الحاكم

Artinya:  Publikasikanlah nikah!
3
 

Hukum positif juga mengandung ruh-ruh hukum islam didalamnya 

Didalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang 

berbunyi:’’Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku’’ 
4
 Begitupun perceraian, juga harus dicatatatkan 

sesuai ketentuan materiil dan formil yang ada. Tujuan perkawinan tidak lain 

adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.   Dengan saling toleransi, mengayomi 

antar satu sama lain dan melaksanakan kewajiban nya sebagai suami/ istri. 
5
 

Tetapi pengaktualisasian nilai-nilai yang terkandung didalam hukum 

islam tidak sepenuhnya terealisasikan, dikarenakan bertentangan dengan 

realita yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Namun siapapun yang sudah 

menikah apapun profesinya tidak akan bisa lepas dengan problematika dalam 

rumah tangga,  entah itu mahasiswa, dosen, petani, pejabat negara seperti 

polisi pun setinggi apa pangkatnya pasti mengalami permasalahan dalam 

rumah tangganya, sehingga mengakibatkan putusnya janji suci yang telah 

diikatkan kuat dalam diri suami dan istri. Dan apabila perceraian tidak bisa 

dihindarkan maka itu diatur dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqaroh Ayat 227 

yang berbunyi: 

                                                             
3
 Abu Fadhl Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Hajar Al-‘Asqolani‘ Bulughul Marom 

Min Adillat Al-Ahkam Bab An-Nikah) (Riyadh: Dar Al-Falq, 1424 H), 296. 
4
 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

5
 Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam 

Di Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 21-23 
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Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
6
 

Kita hidup di Negara Indonesia yang dimana sengketa perceraian 

diselesaikan secara Litigasi yakni harus melalui prosedur Perundang-

Undangan yang ada dan harus di depan persidangan. Namun banyak orang 

yang tidak mengerti bagaimana mendaftarkan perkara, syarat apa saja yang 

harus di penuhi.
7
 Didalam KHI ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 di atur mengenai prosedur pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama, 

dan di dalamnya di jelaskan syarat materiil, syarat formil, maupun syarat 

administrasi. 

Tapi terkadang kita tidak tahu posisi kita ada dimana, siapa kita, bila kita 

warga sipil biasa maka kita hanya terikat peraturan Pengadilan Agama dan 

Hukum Undang-Undang yang mengaturnya, apabila kita Pejabat Negara, 

Pejabat Pemerintahan, Pejabat Daerah, dan kita termasuk didalam golongan 

Anggota Militer, maka kita terikat oleh segala aturan instansi dan Undang-

Undang yang berkaitan dengan Anggota Militer, salah satunya Peraturan 

Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian  

dan Rujuk bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan serta Undang-

Undang/ Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Prosedur 

Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. 

                                                             
6
 Al-Qur’ân, 2:78. 

7
 Wati Rahmi Ria, Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar), (Bandar Lampung: CV Anugrah, 

2018), 38 
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Secara prinsip, izin cerai Anggota Militer dari pejabat merupakan syarat 

formil yang jika tidak dipenuhi, maka hakim dapat memutus bahwa gugatan 

tidak dapat diterima (NO). Namun dalam praktiknya, hakim dapat saja tetap 

memutus cerai Anggota Militer yang bersangkutan walau ia belum 

mengantongi izin cerai. Di sisi lain, pengadilan dilarang menolak untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih 

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa 

dan mengadilinya. Ini artinya, secara hukum, pengadilan agama yang 

menerima pengajuan perceraian dilarang menolak memeriksa dan memutus 

gugatan cerai yang diminta Anggota Militer ataupun PNS. 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 disebutkan Pegawai 

Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat 

keterangan lebih dahulu dari pejabat. 
8
 Dan didalam Peraturan Menteri 

Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 13 Pegawai Kemhan yang 

melaksanakan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus 

mendapat izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang.
9
 Namun segala sesuatu 

tidak ada yang tidak mungkin, juga banyak yang mengajukan Permohonan/ 

Gugat Cerai tanpa ada izin dari atasan, entah karena ketidaktahuan, atau 

memang tidak mendapatkan izin dari atasan. 

Dan bagaimana Pengadilan menyikapi apabila ada perkara yang masuk, 

dan bagaimana hakim memberikan pertimbangan-pertimbangannya didalam 

                                                             
8
 Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1990 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 
9
 Kementerian Pertahanan RI, Peraturan Menteri Pertahanan No. 31 tahun 2017 tentang 

Perkawinan, Perceraian  dan Rujuk bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan. 
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mengadili dan memutus perkara, itu semua merupakan persoalan yang tidak 

lepas dengan Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Beranjak pada permasalahan yang dipaparkan sebelumnya,  sehingga penulis 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Analisis Terhadap Perceraian 

Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan 

Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/Pa. Sit’’. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka terdapat fokus 

penelitian yang dapat penulis ambil sebagai berikut: 

1. Bagaimana duduk perkara permohonan cerai Anggota Militer tanpa izin 

atasan dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

0334/Pdt.G/2020/PA.Sit? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim (Ratio Decedendi) dalam putusan 

Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit? 

3. Bagaimana akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

0334/Pdt.G/2020/PA.Sit terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Ijin 

Atasan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Duduk perkara permohonan cerai Anggota Militer tanpa izin atasan dalam 

putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit. 
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2. Pertimbangan hukum Hakim (Ratio Decedendi) dalam putusan Pengadilan 

Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit. 

3. Akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

0334/Pdt.G/2020/PA.Sit terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Ijin 

Atasan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk dapat 

memperkaya wacana serta wawasan bagi masyarakat umum, akademisi 

dan praktisi hukum tentang Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer 

Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama 

Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/Pa. Sit) 

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan 

untuk kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti lain dan 

dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian hukum Indonesia 

di lingkungan Fakultas Syariah khususnya dan Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam Negeri, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dan 

Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta pada umumnya. 

E. Definisi Istilah 

Di dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah penting yang perlu 

diketahui, yaitu diantaranya: 
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1. Analisis 

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, 

duduk perkaranya, dan sebagainya.
10

 Sedangkan menurut Wiradi analisis 

atau analisa adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti 

mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan 

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari 

maknanya dan di tafsir maknanya. Analisis dan evaluasi hukum pada 

dasarnya merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap norma 

hukum yang telah dibentuk (legal norm control mechanism). Dalam 

konteks pembenahan terhadap peraturan perundangundangan, 

mekanisme evaluasi dapat menjadi alat bantu untuk mendeteksi peraturan 

perundang-undangan yang hiper regulasi, tumpang tindih, disharmonis, 

kontradiktif, multitafsir, tidak efektif atau menyebabkan biaya tinggi. 

Evaluasi hukum juga dapat berfungsi untuk menyederhanakan jumlah 

peraturan perundangundangan di Indonesia. Fungsi evaluasi sangatlah 

penting sehingga patut dipertimbangkan sebagai kebijakan untuk 

dimasukkan menjadi bagian dari pembentukan peraturan perundang-

undangan. 

 

 

                                                             
10 https://kbbi.web.id/analisis, diakses pa tangga 14 Juli 2021, pukul 19:38 WIB 

https://kbbi.web.id/analisis
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2. Perceraian 

Perceraian menurut KBBI adalah perihal bercerai antara suami dan istri, 

yang kata ‘’bercerai’’ itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau 

memutuskan hubungan sebagai suami istri”.
11

 Menurut KUH Perdata 

Pasal 207 Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan 

putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu 

berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. 

12
Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan/ terputusnya hubungan 

antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam 

menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai 

akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami dan istri yang 

kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang 

berlaku.
13

 Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai 

pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur 

dalam pasal 113 sampai pasal 148, dan di tegaskan dalam pasal 115 yang 

isinya sebagai berikut : ‘‘Perceraian hanya dapat dilakukan didepan 

siding Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak.’’ Beberapa pendapat para pakar: 

a. Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan 

dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam 

perkawinan itu.
14

 

                                                             
11

 https://kbbi.web.id/cerai,  diakses pada tangga 14 Juli 2021, pukul 19:40 WIB 
12

 KUH Perdata Pasal 207 
13

 https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian, diakses pada tangga 14 Juli 2021, pukul 19:42 WIB 
14

 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1985), 23 

https://kbbi.web.id/cerai
https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian
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b. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz 

talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan 

dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah 

(sindiran) dengan niat talak.
15

 

3. Anggota Militer 

Pegawai Kemhan adalah PNS dan Prajurit TNI yang berdasarkan 

keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau 

ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di 

lingkungan Kemhan.
16

 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17

 

Sedangkan Anggota Militer termasuk bagian dari Prajurit TNI yang harus 

mematuhi regulasi yang ada. 

4. Izin Atasan 

Izin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan 

mengabulkan (tidak melarang), membolehkan dan lain sebagainya.
18

 

Sedangkan menurut E.Utrecht berpendapat bila mana pembuat peraturan 

tidak umumnya melarang suatu perbuatan administrasi negara yang 

                                                             
15

 Dahlan Ihdami, Asas-Asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 

2003), 64.  
16

 Kementerian Pertahanan RI, Peraturan Menteri Pertahanan No. 31 tahun 2017 tentang 

Perkawinan, Perceraian  dan Rujuk bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan. 
17

 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
18

 https://kbbi.web.id/izin, diakses pada tangga 14 Juli 2021, pukul 19:44 WIB 

https://kbbi.web.id/izin
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memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning). 

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang 

atau peraturan pemerintah(suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu 

kecuali diizinkan). Sedangkan yang dimaksud Izin dari Atasan disini 

adalah perizinan yang didapatkan dari pejabat/ atasan yang memiliki hak 

mengeluarkan izin penerimaan atau penolakan terkait perkawinan dan 

perceraian Anggota Militer/ PNS. 

5. Putusan Pengadilan Agama 

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama 

Islam.
19

 Dan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana 

dimaksud undang-undang.
20

 Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota 

Kabupaten/ Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. 

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama.  

Jadi, yang dimaksud penelitian penulis dengan judul “Analisis Terhadap 

Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan 

Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/Pa. Sit)’’ adalah 

meneliti tentang  bagaimana penyelesaian perceraian Anggota Militer tanpa 

izin dari atasan pada putusan Pengadilan Situbondo Nomor: 

0334/Pdt.G/2020/PA.Sit  dengan menganalisis peraturan perundang-

undangan prosedur perkawinan dan perceraian bagi Anggota Militer. 

                                                             
19

 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
20

 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika 

pembahasan untuk memudahkan penulisan. Dengan demikian penulis 

membaginya ke dalam lima bab, dengan sistematikanya sebagai berikut: 

       Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya dipaparkan tentang latar 

belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi istilah, dan sistematika pembahasan. 

   Bab dua merupakan kajian kepustakaan, di dalamnya menjelaskan tentang 

penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan Analisis Terhadap 

Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan 

Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA. Sit. 

         Bab tiga merupakan metode penelitian, di dalamnya menjelaskan tentang 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. 

  Bab empat merupakan penyajian data dan analisis, di dalamnya menjelaskan 

gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan 

terkait hasil penelitian mengenai Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer 

Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo 

Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA. Sit. 

      Bab lima merupakan penutup, di dalamnya terdapat kesimpulan dan 

saran/rekomendasi terkait hasil penelitian mengenai Analisis Terhadap 

Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan 

Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA. Sit. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan  pada pengamatan dan penelahan penulis, belum ditemukan 

tulisan yang membahas secara mendetail mengenai Analisis Perceraian 

Anggota Militer Tanpa Izin dari Atasan. Namun terdapat beberapa penelitian 

atau skripsi yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan 

penulis angkat. 

1. “Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 

(TNI-AD)’’ Studi Kasus di Korem 073/Makutarama Salatiga Tahun 2010-

2012”. Skripsi tahun 2014 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga bernama Tri Yunianto.
21

 

Latar belakang masalah yaitu adanya beberapa kebijakan Danrem 073/Mkt 

yang saling bertolak belakang bahkan ada yang tidak sesuai dengan hukum 

dan peraturan. Hal ini disebabkan oleh sering adanya pergantian pejabat 

yang memiliki latar belakang yang berbeda baik secara sosiologis, relegius 

maupun edukatif. Juga adanya beberapa tindakan prajurit/istri prajurit yang 

menyimpang dari peraturan yang ada. Fokus penelitian nya yaitu mengacu 

pada kebijakan Danrem 073/Mkt terkait dengan masalah perceraian serta 

tindakan prajurit/istri prajurit yang menyimpang dari hukum dan peraturan. 

Jenis Penelitian ini menggunakan descriptive research (penelitian 

                                                             
21

 Tri Yunianto, “Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-

AD)”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014). 
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lapangan) yang menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang 

didapatkan secara langsung di masyarakat, dari para informan atau nara 

sumber yang telah ditentukan.
22

. Adapun pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Kesimpulan dari penelitian 

ini adalah : Tata cara proses perceraian yang diterapkan di lingkungan 

TNI-AD khususnya di Korem 073/Makutarama, ternyata berfungsi sebagai 

mediasi ganda, dimana setiap prajurit Korem 073/Makutarama yang 

mengajukan perceraian, sebelum meju ke Pengadilan Agama, mereka 

harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Danrem 073/Makutarama. Dan 

sebelum menghadap Danrem, mereka sudah di mediasi oleh Kabintal di 

kantor Pembinaan Mental, kalau gagal akan dirukunkan oleh Kasi Intel di 

kantor Staf Intelijen, Pakumrem, kasrem dan kalau masih belum berhasil, 

baru menghadap Danrem. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang sistem perizinan 

perceraian TNI. Sedang perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah penelitian ini lebih mengkaji tata cara mengajukan 

perceraian di lingkungan TNI-AD dan kebijakan intern dari instansi 

tersebut. Sedang penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang Analisis 

Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam 

Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

0334/Pdt.G/2020/PA. Sit.. 

                                                             
22

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), 2 
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2. “Proses Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI-AD di Tinjau dari 

Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai 

TNI-AD’’ (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2011/PA.Cbn dan 

Nomor 153/Pdt.G/2012/PA.Srg)”. tahun 2013 mahasiswi Program Studi 

Hukum Universitas Indonesia Depok bernama Nindya Wulandari Surini 

Ahlan Sjarief Farida Prihatini.
23

 Latar belakang masalah dari penelitian ini 

yaitu terdapat beberapa pertentangan hukum yakni pada ketentuan yang 

berlaku dengan kasus yang terjadi pada putusan nomor 

1684/Pdt.G/2011/PA.Cbn. Fokus Penelitian nya mengarah pada prosedur 

perceraian dilingkungan TNI AD yang sesuai dengan aturan perundang-

undangan. Skripsi Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka 

dengan menggali berbagai teori dan Undang-Undang tentang Perkawinan 

dan Perceraian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bagi anggota TNI AD, 

selai berlaku Undang-undang Perkawinan dan Peraturan pelaksanaannya, 

berlaku juga ketentuan khusus. Persamaan dari penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan 

perceraian menurut hukum perkawinan, hukum islam dan peraturan TNI. 

Sedang perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah penelitian ini lebih mengkaji kesolidan putusan Pengadilan Agama 

dengan peraturan yang ada dan membandingkan dengan putusan yang lain. 

                                                             
23 Nindya Wulandari Surini Ahlan Sjarief Farida Prihatini, “Proses Perkawinan dan Perceraian 

Anggota TNI-AD di Tinjau dari Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Nikah 

Cerai TNI-AD’’ (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2011/PA.Cbn dan Nomor 

153/Pdt.G/2012/PA.Srg)”, (Skripsi, Universitas Indonesia, 2013) 
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Sedang penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang Analisis 

Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam 

Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

0334/Pdt.G/2020/PA. Sit. 

3. “Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat Istri TNI Tanpa Izin dari 

Atasan/ Komandan Satuan(Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga 

Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Sal)”. Skripsi tahun 2015 mahasiswa Jurusan 

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga 

bernama Mujaidin.
24

 Latar belakang masalah yaitu berawal dari pengajuan 

gugat cerai seorang istri TNI kepada suami tanpa adanya surat ijin dari 

atasan/komandan satuan di Salatiga pada tahun 2010. Dan fokus penelitian 

nya terkait prosedur cerai gugat istri terhadap suami anggota TNI, akibat 

hukum yang timbul, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan 

masalah tersebut adalah memakai jenis penelitian kajian pustaka. Adapun 

pendekatan yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif yakni 

suatu analisis untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku. Teknik pengumpulan data dengan 

cara, yakni: observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. 

Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis hasil temuan tersebut. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan Pengadilan Agama 

Salatiga sebagai lokasi penelitiannya. Adapun pendekatan dalam penelitian 

                                                             
24

 Mujaidin,”Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat Istri TNI Tanpa Izin dari Atasan/ 

Komandan Satuan (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Sal)”, 

(Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2015). 
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ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah 

Surat ijin cerai dari komandan/satuan institusi TNI adalah merupakan 

hannya sebagai syarat administratif saja. Akibat hukum yang timbul dan 

sikap institusi TNI terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Salatiga 

adalah mantan suami (anggota TNI) melaporkan keatasan/institusi sebagai 

syarat administrasi. Institusi TNI menerima adanya putusan cerai gugat 

yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama, setelah 

adanya putusan tersebut tergugat (anggota TNI) diwajibkan untuk 

mengurus syarat-syarat administrasi yang telah diberlakukan di institusi 

TNI dengan segala sanksi yang akan dijatuhkan sebagai konsekuensi 

disiplin militer. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang urgensi izin cerai anggota 

TNI dan implikasinya terhadap kebijakan institusi dan putusan pengadilan. 

Sedang perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah penelitian ini lebih mengkaji Akibat hukum atas putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap tersebut terhadap institusi TNI terkait, dan 

penelitian ini berisi hubungan antara penggugat dan tergugat. Sedang 

penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang Analisis Terhadap 

Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan 

Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA. Sit. 
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B. Kajian Teori 

1. Perceraian 

a. Pengertian Cerai 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti 

yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian 

perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan 

ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan 

oleh para hakim Pengadilan Agama.
25

 Perceraian terjadi apabila kedua 

belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan 

ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi 

mengenai perceraian secara khusus.
26

 

Ada beberapa hal penyebab terjadinya perceraian, yaitu: 

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain diluar kemampuannya; 

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak yang lain; 

                                                             
25

 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 
26

 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; 

6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga.  

Alasan-alasan itu harus dicermati dan disesuaikan dengan fakta 

yang terjadi di dalam rumah tangga sehingga mendorong untuk 

dilakukan perceraian. Misalnya saja antara suami dan isteri terus terjadi 

perselisihan pendapat dan pertengkaran disebabkan oleh hal yang kecil 

sampai masalah yang besar, rumah tangga diwarnai dengan perselisihan 

dan pertengkaran sehingga hilang harapan untuk hidup rukun kembali 

di dalam rumah tangga, dengan demikian maka alasan perceraian sesuai 

dengan Pasal 19 ayat (1) huruf f. Pilihlah dan tentukan penyebab 

sehingga harus bercerai dengan melihat alasan-alasan yang diatur di 

dalam pasal tersebut di atas.
27

 

Perlu digarisbawahi, bagi yang beragama Islam maka alasan-

alasan perceraian mempedomani Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI). Tidak banyak perbedaan antara PP No. 9/1975 dengan KHI, 

hanya saja dalam Pasal 116 KHI itu ditambahkan dua poin untuk 

melengkapi alasan-alasan perceraian, adapun penambahannya adalah:
28

 

1) Suami melanggar taklik talak; 

                                                             
27

 Tri Wahyudi Abdullah, Hukum Acara Peradilan Agama, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), 

67 
28

 Sekretariat Negara RI Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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2)  Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga. 

Aturan-aturan di dalam KHI dikhususkan bagi yang beragama 

Islam, sehingga terdapat penambahan-penambahan aturan yang 

bersumberkan kepada al-Quran dan Hadis serta sumber-sumber hukum 

lain yang dikenal dalam Agama Islam. Alasan-alasan perceraian 

sebagaimana tersebut di atas menjadi dasar pula dikabulkan atau tidak 

gugatan atau permohonan perceraian. Oleh karenanya dalam menyusun 

gugatan atau permohonannya harus cermat tidak bertentangan dengan 

alasan itu. Namun demikian sebelum mengajukannya harus dipikirkan 

matang-matang tidak didasarkan sikap emosional. 

b. Permohonan Cerai Talak dan Cerai Gugat 

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum 

terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(“UUP”), 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”). 

Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, 

perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) 

UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan 

sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan.
29

 

                                                             
29

 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 

Nomor 9 Tahun 1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau 

isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat (1) PP 

Nomor 9 Tahun 1975).
30

 Bagi pasangan suami istri yang beragama 

Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam 

(“KHI”) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 

1991.  

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah 

cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-undang 

Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika 

dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami 

atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang 

diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) 

KHI yang berbunyi: 

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada 

Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat 

tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman 

tanpa izin suami.” 
31

 

 

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat 

menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah 

kediaman bersama (Pasal 132 ayat (2) KHI) Sedangkan, cerai karena 

                                                             
30

 Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  jo Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 
31 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 
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talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang 

berbunyi: 

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat 

terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”  

 

Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI 

adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah 

satu sebab putusnya perkawinan.
32

 Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI 

yang berbunyi: 

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya 

mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada 

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai 

dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk 

keperluan itu.”
33

 

 

Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang 

dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sedangkan, 

mengenai cerai karena talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan 

Agama, menurut Nasrulloh Nasution, S.H. dalam artikel Akibat Hukum 

Talak di Luar Pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi 

tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak 

dilakukan di Pengadilan Agama. 

Menurut Nasrulloh, akibat dari talak yang dilakukan di luar 

pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum 

putus secara hukum.
34

 Selain itu, Pasal 115 KHI mengatakan bahwa 

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 

                                                             
32 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 
33

 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 
34

 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2483/talak-di-luar-pengadilan, diakses 

pada tanggal 14 Juli 2021, pukul 19:55 WIB 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2483/talak-di-luar-pengadilan
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setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, dari penjelasan 

mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana 

yang dimaksud dalam KHI yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui 

bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila 

melalui proses sidang di Pengadilan Agama. 

Menurut pendapat Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul 

Hukum Kekeluargaan Indonesia. Sayuti mengatakan bahwa Al Qur’an 

Surat Al-Baqarah ayat 229 mengatur hal talaq, yaitu talaq hanya sampai 

dua kali yang diperkenankan untuk rujuk kembali atau kawin kembali 

antara kedua bekas suami isteri itu. Jadi, apabila suami menjatuhkan 

talak satu atau talak dua, ia dan istri yang ditalaknya itu masih bisa 

rujuk atau kawin kembali dengan cara-cara tertentu.
35

 

Arti rujuk kembali ialah kembali terjadi hubungan suami isteri 

antara seorang suami yang telah menjatuhkan talaq kepada isterinya 

dengan insteri yang telah ditalaq-nya itu dengan cara yang sederhana. 

Caranya ialah dengan mengucapkan saja “saya kembali kepadamu” 

oleh si suami di hadapan dua orang saksi laki-laki yang adil. 

Sedangkan, arti kawin kembali ialah kedua bekas suami isteri 

memenuhi ketentuan sama seperti perkawinan biasa, yaitu ada akad 

nikah, saksi, dan lain-lainnya untuk menjadikan mereka menjadi suami 

isteri kembali. Sungguhpun demikian, dalam masyarakat kita di 

                                                             
35 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia,  (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 21-23 
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Indonesia orang selalu menyebut kawin kembali itu dengan sebutan 

rujuk juga. Mengenai talaq satu atau talaq dua ini disebut juga talaq 

raj’i atau talak ruj’i, yaitu talaq yang masih boleh dirujuk.
36

 Mengenai 

talak raj’i ini dapat kita jumpai pula pengaturannya dalam dalam Pasal 

118 KHI yang berbunyi: 

“Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami 

berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.” 

 

Kemudian, mengenai talak tiga kita berpedoman pada Al 

Qur’an Surat Al-Baqarah. Berdasarkan Al Qur’an Surat Al-Baqarah 

ayat 230, kalau seorang suami telah menjatuhkan talaq yang ketiga 

kepada isterinya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya untuk 

mengawininya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.
37

 

Maksudnya ialah kalau sudah talaq tiga, perlu muhallil untuk 

membolehkan kawin kembali antara pasangan suami isteri pertama. 

Arti muhallil ialah orang yang menghalalkan. Maksudnya ialah si isteri 

harus kawin dahulu dengan seorang laki-laki lain dan telah melakukan 

persetubuhan dengan suaminya itu sebagai suatu hal yang merupakan 

inti perkawinan. 

Talak tiga ini disebut juga dengan talak ba’in kubraa yang 

pengaturannya dapat kita temui dalam Pasal 120 KHI yang berbunyi: 

“Talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.Talak 

jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali 

                                                             
36

 Amran Suadi, “Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Perkawinan dan 

Kewarisan)”, Jurnal Yuridis. no.1, (Juni, 2015), 16 
37

 Al-Qur’ân, 2:230. 
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apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan 

orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis 

masa iddahnya.”
38

 

2. Perceraian bagi Pegawai Kemhan 

a. Istilah dan Pengertian PNS Kemhan dan Prajurit TNI(Anggota 

Militer) 

 Pegawai Kemhan adalah PNS dan Prajurit TNI yang berdasarkan 

keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau 

ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di 

lingkungan Kemhan.
39

 Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia, 

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kata “Pegawai”n yang memiliki arti 

orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan dan sebagainya. 

Sedangkan kata “Negeri”  berarti pemerintah atau negara. Jadi Pegawai 

Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.
40

 

Kranenburgh sebagaimana dikutip Miftah Thoha dan dikutip 

Muhammad Syarifuddin memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, 

yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tida termasuk bagi 

mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, 

Presiden dan sebagainya.  

 Sedangkan menurut J.H.A.Logemann sebagaimana dikutip 

Muhammad Syarifuddin Pegawai Negeri Sipil adalah tiap pejabat yang 

                                                             
38

 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 
39

Kementerian Pertahanan RI, Peraturan Menteri Pertahanan No. 31 tahun 2017 tentang 

Perkawinan, Perceraian  dan Rujuk bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan 
40

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 842 
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mempunyai hubungan dinas publik (open bare diesent bentrokking) 

dengan negara. Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika 

seseorang mengiatkan dirinya untuk tunduk pada pemerintahan dan 

untuk melakukan suatu atau beberpa macam jabatan tertentu dengan 

mendapatkan penghargaan berupa gaji dan keuntungan lain.
41

 

 Menurut Pasal 1 PP No. 10 Tahun 1983, yang dimaksud dengan 

Pegawai Negeri Sipil adalah “Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian Juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian. Kedua Undang-undang di atas 

memberikan pengertian Pegawai Negeri yang sama yaitu: 

‘‘Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 

dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya 

yang yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-

undangan dan gaji menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.’’ 

 

 Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (6) Bab 1 Ketentuan Umum 

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Pegawai Negeri 

Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai 

Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan, di 

lingkungan Markas Besar TNI, dan di lingkungan Angkatan yang 

                                                             
41

 Muhammad Syarifuddin dan Sri Turatmiyah Dan Annalisa Yahana, Hukum Perceraian, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 434 
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pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan 

kewenangan pejabat pembina kepegawaian. Prajurit TNI merupakan 

bagian dari Pegawai Kemhan, Tentara Nasional Indonesia yang 

selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan 

untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
42

 

b. Prosedur bagi PNS/ Anggota Militer yang Akan Melakukan 

Perceraian 

Syarat utama bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan 

perceraian adalah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, 

pernyataan ini sesuai dengan Pasal 3 angka 1 PP No. 45 Tahun 1990, 

untuk mendapatkan izin tersebut Pegawai Negeri Sipil harus 

menyiapkan alasan-alasan yang akan diajukan kepada pejabat yang 

berwenang, karena sebelum memberikan izin pejabat harus terlebih 

dahulu memeriksa alasan-alasan yang bisa diterima untuk memberikan 

izin kepada Pegawai Negeri Sipil pernyataan ini sesuai dengan Pasal 3 

angka 3 PP No. 45 Tahun 1990. Alasan-alasan yang dimaksud dalam 

Pasal 3 angka 3 PP No. 45 Tahun 1990 adalah sebagai bahan 

pertimbangan bagi pejabat akan memberikan izin atau tidak. Pasal 39 

ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:
43

 

                                                             
42 Kementerian Pertahanan RI, Peraturan Menteri Pertahanan No. 31 tahun 2017 tentang 

Perkawinan, Perceraian  dan Rujuk bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan 
43

 Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

 

 

 

27 

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. 

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-

berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena 

hal lain di luar kemampuannya. 

3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah 

satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 

5) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

6) Suami melanggar Ta’lik Talak. 

7) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan 

dalam rumah tangga. 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa setiap Pegawai 

Negeri Sipil yang akan bercerai lebih dahulu meminta izin tertulis 

kepada pejabat. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

PP No. 45 Tahun 1990 tersebut, diajukan kepada pejabat melalui 

saluran hierarki. Ini berarti bahwa bahwa permohonan izin untuk 

bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses 
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internal di lingkungan/lembaga/instansi dan memperhatikan pula 

jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga/instansi yang 

bersangkutan. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari 

Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, untuk melakukan 

perceraian, diwajibkan oleh Pasal 5 PP No. 45 Tahun 1990 untuk 

memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui 

saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan 

terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Rasio 

hukum dari adanya jangka waktu pemberian pertimbangan dan 

penerusannya oleh atasan kepada pejabat, adalah memberikan 

kesempatan bagi atasan untuk menelusuri informasi dan meminta 

klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai 

dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin untuk bercerai 

tersebut. Pejabat yang menerima izin permintaan untuk melakukan 

perceraian 

Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu 

“merukunkan kembali” suami isteri yang bersangkutan dengan cara 

memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat. Selanjutnya, 

petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian Pegawai 

Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu menurut Surat Edaran 

Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tersebut, sebagai berikut: 

1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yang 

berkedudukan sebagai berikut: 
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a) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa 

Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, 

Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, 

Gubernur, Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik 

Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 

1 wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Presiden. 

b) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II (saat ini 

disebut Bupati/Wali kota, Pen), termasuk Wakil 

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan WaliKota 

di Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Administratif, 

wajib memperoleh izin dari Menteri dalam Negeri. 

c) Pimpinan/Direksi Bank Milik Negara dan Badan Usaha Milik 

Negara, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden. 

d) Pimpinan/Direksi Bank Milik Daerah dan Badan Usaha Milik 

Daerah, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala 

Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut 

Bupati/Walikota/Gubernur Provinsi) yang bersangkutan. 

e) Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, wajib memperoleh 

izin lebih dahulu dari Menteri/Pimpinan Instansi Induk yang 

bersangkutan. 

f) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang 

menyelengarakan urusan Pemerintah di desa wajib memperoleh 
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izin dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II (saat ini 

disebut Bupati Kabupaten). 
44

 

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum 

terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(“UUP”), 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”). Dan 

Peraturan Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil diatur 

didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 10 Tahun 1983 

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

Di dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 

Pasal (9) tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di 

lingkungan Departemen Pertahanan meenyebutkan bahwa Pegawai 

yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari Pejabat 

yang berwenang. Izin perceraian diberikan apabila tidak bertentangan 

dengan hukum agama yang dianutnya, dan tidak memberikan manfaat, 

ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.
45

 

Pegawai Kemhan dapat melaksanakan Perceraian. Perceraian 

sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan jika:
46
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 Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemerintaj No. 35 

Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 
45 Kementerian Pertahanan RI, Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 tahun 2008 Tentang 

Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan. 
46

 Kementerian Pertahanan RI, Peraturan Menteri Pertahanan No. 31 tahun 2017 tentang 
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a. Salah 1 (satu) pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

b. Salah 1 (satu) pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain di luar kemampuannya; 

c. Salah 1 (satu) pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

d. Salah 1 (satu) pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak yang lain; 

e. Salah 1 (satu) pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; atau 

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

Pegawai Kemhan yang melaksanakan Perceraian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus mendapat izin Perceraian dari 

Pejabat yang Berwenang. Izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan 

surat permohonan izin Perceraian secara tertulis. Pejabat yang 

Berwenang dapat menolak permohonan izin Perceraian jika:
47

 

a. Perceraian yang akan dilaksanakan bertentangan dengan 

ajaran/ketentuan agama yang dianut; 
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 Kementerian Pertahanan RI, Peraturan Menteri Pertahanan No. 31 tahun 2017 tentang 
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b. Alasan yang dikemukakan untuk melaksanakan Perceraian tidak 

cukup kuat; 

c. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; atau 

d. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebelum mengambil 

keputusan harus melakukan mediasi dan berusaha merukunkan kembali 

Pegawai Kemhan yang mengajukan permohonan izin Perceraian. 

Pegawai Kemhan yang melaksanakan perceraian dan telah diputuskan 

oleh Pengadilan, fotokopi surat Perceraian dan fotokopi surat izin 

Perceraian diserahkan kepada Pejabat yang bertanggung jawab di 

bidang kepegawaian di Satker dan Subsatker yang bersangkutan.
48

 

3. Fungsi Izin Pejabat dalam Perceraian bagi Pegawai Kemhan 

Tidak dapat disangkal, diundangkannya PP No. 10 Tahun 1983 

yang kemudian diperkuat dan dipertegas oleh PP No. 45 Tahun 1990, 

adalah dalam rangka mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil agar menjadi 

teladan yang baik bagi masyarakat sekitar dan bawahannya khususnya 

dalam penyelenggaraan kehidupan keluarga.Sehubungan dengan itu, bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang ingin memiliki istri lebih dari seorang dan 

Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai harus diwajibkan untuk 

memperoleh izin pejabat terlebih dahulu. Namun demikian, keharusan 

                                                             
48

 Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, 

Perceraian  dan Rujuk bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan 
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adanya izin tersebut tidak mengurangi lembaga perkawinan dan perceraian 

itu sendiri ini dijelaskan pada penjelasan umum PP No. 10 Tahun 1983.
49

 

Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 mengatakan bahwa, Pegawai Negeri 

Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat 

keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri yang 

berkedudukan sebagai Penggugat maupun yang berkedudukan sebagai 

Tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka 

harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin 

atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat 

keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. 

Memperhatikan subtansi Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, maka dapat 

dipahami bahwa permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara 

tertulis oleh Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat. 
50

 

Terlebih lagi ada aturan khusus yaitu Peraturan Menteri Pertahanan 

Nomor 31 Tahun 2017 terkait aturan perkawinan, perceraian dan rujuk di 

lingkungan Kementerian Pertahanan, Namun, khusus bagi Anggota Militer 

yang proses hukum perceraiannya sudah diperiksa, tetapi belum diputus 

oleh Pengadilan, baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai Penggugat 

maupun Tergugat, maka harus memberitahukan adanya gugatan perceraian 

tersebut kepada pejabat guna memperoleh surat keterangan dari pejabat 

yang bersangkutan. Baik pemohonan izin maupun pemberitahuan yang 

disertai permohonan surat keterangan tersebut, harus dicantumkan secara 
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 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. (Jakarta: PT Citra 

Aditya Bakti, 2015), 35 
50 Muchsan, Hukum Kepegawaian, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 65 
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jelas alasan-alasan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil untuk bercerai. 

Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut, diajukan kepada Pejabat 

melalui saluran hierarki. Ini berarti bahwa permohonan izin untuk bercerai 

yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses internal di 

lingkungan lembaga atau instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan 

yang ada dalam struktur lembaga atau instansi yang bersangkutan. 
51

 

Namun, bila ternyata Anggota Militer tersebut belum mendapatkan 

izin pejabat, hakim dapat mengambil putusan sela dengan memerintahkan 

Anggota Militer tersebut untuk wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari 

pejabat dengan jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan. 

Sebagaimana ditentukan oleh SEMA No. 5 Tahun 1984, dan apabila 

sampai batas waktu yang ditentukan tersebut Anggota Militer belum 

memenuhi kewajibannya, maka hakim karena jabatannya membuat 

penetapan agar perkara permohonan untuk bercerai dikeluarkan dari daftar 

perkara. 

Apabila mengamati PP No. 10 Tahun 1983 “Pegawai Negeri Sipil 

yang akan melakukan perceraian wajib mendapatkan izin dari pejabat” ini, 

katakata “wajib” yang termuat dalam PP No. 10 Tahun 1983 tersebut 

menurut peneliti tidak sama artinya dengan wajib di dalam hukum Islam. 

Karena wajib atau fardh ialah perbuatan atas dasar suruhan yang kalau 

dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan mendapat dosa dan 

                                                             
51 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1985), 55 
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fungsi izin pejabat ini hanyalah sebagai fungsi administratif. Jadi, berbeda 

pengertian karena perkataan wajib di dalam hukum Islam adalah bersifat 

mutlak, sedangkan wajib dalam peraturan ini bersifat tidak mutlak. 

Maksudnya adalah manakala terjadi pelanggaran atau dengan kata lain 

Pegawai Negeri Sipil pria atau wanita yang akan bercerai tersebut tidak 

terlebih dahulu melewati proses ketentuan perundang-undangan yang ada 

atau tidak mendapatkan izin dari pejabat terlebih dahulu maka apa yang 

sudah dilakukannya (bercerai) itu tetap sah dan hanya merupakan 

pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mana tentang 

sanksinya telah diatur dalam peraturan tentang disiplin Pegawai Negeri 

Sipil. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ada atau tidaknya izin 

dari pejabat tidak dapat mengurangi keabsahan perceraian. Segi positif 

yang dapat diambil dari kewajiban mendapat izin pejabat bagi Anggota 

Militer yang akan bercerai adalah memungkinkan terjadinya perdamaian 

atau tidak jadi bercerai lebih besar. Karena pejabat akan lebih dahulu 

melihat alasan-alasan yang diajukan Anggota Militer untuk 

bercerai.Karena bahkan Allah SWT membenci perbuatan itu. 

Terlebih lagi bila dihubungkan dengan asas mempersukar proses 

hukum perceraian yaitu yang bila ditinjau kembali bahwa perkawinan 

dilaksanakan untuk membina keluarga yang bahagia dan rukun, untuk 

memperoleh keturunan yang sah. Memperhatikan tujuan tersebut maka 

UU No.1 Tahun 1974 mempersukar terjadinya perceraian, karena dengan 
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terjadinya perecraian tersebut akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi bila dihubungkan 

antara izin pejabat bagi Anggota Militer yang akan bercerai dengan asas 

mempersukar proses perceraian memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai 

alternatif atau cara agar perceraian itu tidak terjadi hanya karena masalah 

sepele yang menerjang kehidupan rumah tangga Anggota Militer, kecuali 

telah mengungkapkan alasan-alasan yang masuk akal bahwa rumah tangga 

tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sesuai yang telah dijelaskan di atas 

tentang alasan perceraian.
52

 

4. Konsep Kewenangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara 

Setiap Hakim di tingkat Pengadilan di seluruh lingkungan 

peradilan memiliki Kewenangan nya sendiri-sendiri, seperti Hakim 

Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi 

terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di 

semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, 

kecuali undang-undang menentukan lain, menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan 

kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
53

 

Hakim Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Hakim Peradilan agama berwenang memeriksa, 

mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang 
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beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hakim Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dan Hakim Peradilan tata usaha negara berwenang 

memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54

 

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

disebutkan bahwasanya Mahkamah Agung memiliki kewenangan 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggara peradilan dibawah 

Mahkamah Agung dan pada butir 4 disebutkan bahwasanya Pengawasan 

dan Kewenangan yang dimaksud tidak boleh mengurangi kebebasan 

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
55

 Artinya Hakim memiliki 

wewenang didalam memeriksa dan memutuskan perkara yang ada dengan 

berpedoman pada undang-undang dan asas keadilan serta kemaslahatan. 
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 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
55 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan kasus (case approach). 

Alasan penulis menggunakan pendekatan ini adalah sebagaimana menurut 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong bahwa penelitian kualitatif normatif pada 

dasarnya merupakan pendekatan hukum mengenai implementasi ketentuan 

hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat dengan pendekatan kasus/ 

peristiwa hukum yang telah terjadi. Pendekatan kualitatif digunakan karena 

mampu mengungkapkan data secara mendalam tentang Analisis Terhadap 

Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan Putusan 

Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/Pa. Sit. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

penelitian lapangan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

penelitian lapangan (field research), yakni peneliti berangkat ke lapangan 

untuk mengadakan pengamatan tentang suau fenomena dalam suatu keadaan 

alamiah. 
56
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak 

dilakukan.
57

  Adapun lokasi pada penelitian ini bertempat di Pengadilan 

Agama Situbondo yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprapto No.18, 

Plaosan, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312. 

Sehingga Pengadilan Agama Situbondo berwenang menangani permasalahan 

yang akan diteliti oleh peneliti yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu 

‘‘Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan 

Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

0334/Pdt.G/2020/Pa. Sit.’’ 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian penulis ini terbagi menjadi dua 

macam, yaitu: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari narasumber secara langsung 

dari lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti. 

Sumber data primer ini didapatkan dari informan yang kompeten di 

bidangnya dan dapat di percaya.
58

 Dalam penelitian ini yang akan 

dijadikan sumber informasi penelitian yaitu: Putusan No 

334/Pdt.G/2020/Pa.Sit dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Situbondo yang mengadili perkara, jajaran Panitera yang mengurus 

administrasi perkara. 
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 Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember, 2019), 

47. 
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 M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), 25 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

 

 

 

40 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang 

dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai 

literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian dipilih 

dan dituangkan dalam pemikiran teoritis.
59

 Data sekunder dalam penelitian 

ini yaitu literatur yang membahas hukum Perkawinan, Perceraian, 

Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang 

Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan 

Kementerian Pertahanan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 

1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 

1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 

serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian penulis. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai 

alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun 

secara sistematis.
60

 Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah: 

1. Metode Observasi 

  Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data 

kualitatif yang dilakukan untuk mendapatkan data-data deskriptif. Menurut 

Winarno Surahmad,observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana 

                                                             
59

 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132 
60

 Nazir Muhammad, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 55 
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penyelidik melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subjek 

yang diselidiki. Baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya 

maupun dalam situasi buatan. 

  Terdapat dua metode observasi dalam melakukan penelitian 

kualitatif, yaitu metode observasi secara partisipatif dan metode observasi 

non partisipan. Metode observasi partisipatif adalah observasi yang 

dilakukan peneliti dengan mengamati dan berpartisipasi langsung dengan 

kehidupan informan. 

  Sedangkan metoden non partisipan adalah observasi yang 

dilakukan peneliti dengan mengamati secara independen dan tidak 

berpartisipasi secara langsung dengan kehidupan informan yang sedang 

diteliti. 

  Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 

metode observasi non-partisipan karena peneliti tidak berpartisipasi 

langsung secara penuh dengan kehidupan informan(objek) yang diteliti 

dan hanya mengamati secara independen. 

  Metode penelitian ini digunakan untuk mencari data tentang 

Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan 

Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

0334/Pdt.G/2020/PA. Sit. 
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2. Metode Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin meneliti atau mengetahui hal-

hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil.
61

 

Wawancara juga dapat diartikan sebagai proses Tanya jawab antara 

responden dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang 

atau lebih bertatap muka secara langsung untuk memberikan dan 

mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan. 

Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk 

suatu tujuan tertentu, dengan mencoba mendapatkan keterangan secara 

langsung dari seseorang atau informan. Pewawancara bertujuan untuk 

mengetahui‘‘Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin 

Dari Atasan Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

0334/Pdt.G/2020/PA. Sit.’’ 

3. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus dan 

lain sebagainya. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

                                                             
61
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Hasil penelitian akan lebih akurat apabila didukung oleh rekaman-

rekaman, foto-foto, catatan khusus dan lain sebagainya. Dalam hal ini, 

data yang akan diperoleh berupa dokumentasi wawancara bersama 

subjek(informan) penelitian, dan data tentang Analisis Terhadap 

Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin Dari Atasan Dalam Putusan 

Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA. Sit”. 

E. Analisis Data 

 Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan analisis 

data kualitatif Miles dan Huberman dengan tiga tahap yaitu: 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan 

mencari polanya.
62

 Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan 

yang dipandang asing, tidak dikenal, dan tidak memiliki pola, maka hal 

itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan 

mencari pola dan data yang tampak. 

2. Penyajian Data 

 Penyajian data digunakan untuk meningkatkan pemahaman kasus 

dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan 

analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian dan 

di dalam penyajian data, penulis telah memaparkan data yang ada di 
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 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 
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lapangan dengan teori-teori yang menjelaskan permasalahan data yang 

ditemukan di lapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

 Langkah selanjutnya dalam analisis kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemmukan bukti-bukti 

yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.  

Penarikan kesmipulan dalam penelitian kualitatif hanyalah sebagian dari 

suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Diharapkan dalam penarikan 

kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
63

 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam 

bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian 

penelitian.
64
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 Matcaw B. Miles & Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif –Buku Sumber Tentang 
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F. Keabsahan Data 

Pada penelitian penulis, keabsahan data ini  memuat bagaimana usaha-

usaha yang hendak dilakukan penulis untuk memperoleh keabsahan data-data 

temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti 

kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti 

perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih 

mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, 

teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak 

kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (member check).
65

 

Teknik keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian penulis 

adalah triangulasi sumber (mengecek kebenaran dari beberapa sumber 

informasi/informan), triangulasi peneliti (mengecek kebenaran dari beberapa 

penelitian terdahulu yang memiliki tema sama yaitu Penyelesaian Perceraian 

Anggota Militer), dan triangulasi teori (mengecek kebenaran beberapa teori 

tentang perceraian Anggota Militer dari perundang-undangan dan pendapat 

ahli). 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Penelitian penulis ini adalah penelitian kualitatif dan untuk 

menghasilkan temuan yang sesuai dengan fokus serta tujuan penelitian ini, 

maka diperlukan penyusunan rancangan tahapan-tahapan yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu: 
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1. Tahap Pra-Riset 

 Tahap Pra-Riset adalah tahapan sebelum pelaksanaan 

penelitian, pada tahap ini dilakukan perencanaan untuk melakukan 

penelitian yang didalamnya dapat mecakup : 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan penelitian 

c. Menentukan focus penelitian 

d. Mengurus perizinan 

e. Menentukan informan 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

2. Tahap Riset 

Tahap Riset adalah tahapan dimana berlangsungnya suatu 

penelitian. Pada tahap ini terjadi pelaksanaan berbagai hal yang telah 

direncanakan di tahap Pra-Riset. Pada tahapan ini di dalamnya mencakup: 

a. Memahami latar belakang penelitian 

b. Memasuki lokasi lapangan penelitian 

c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan focus penelitian 

d. Pencatatan data 

e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur peneliti yang telah 

ditetapkan 
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3. Tahapan akhir penelitian lapangan meliputi: 

a. Penarikan kesimpulan 

b. Menyusun data yang telah ditetapkan 

c. Kritik dan saran 

4. Tahap Pasca-Riset adalah tahapan paling akhir dalam suatu penelitian. 

Titik fokus pada tahapan ini adalah bagaimana cara penyajian data dan 

hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah yang di bagian akhir terdapat 

kesimpulan dan saran yang penting untuk perbaikan atau merupakan suatu 

solusi untuk permasalahan yang diteliti sebelumnya. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

     Penelitian penulis ini dilakukan di Pengadilan Agama Situbondo yang 

beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprapto No.18, Plaosan, Patokan, Kec. 

Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312. Sehingga Pengadilan 

Agama Situbondo berwenang menangani permasalahan yang akan diteliti 

oleh peneliti yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu ‘‘ Analisis Terhadap 

Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin dari Atasan Dalam Putusan 

Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit. Oleh karena 

itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang lokasi penelitian, penulis 

akan mendeskripsikan tentang Pengadilan Agama Situbondo sebagai 

berikut:
66

 

1. Sejarah Pengadilan Agama Situbondo 

Pengadilan Agama Situbondo dibentuk dan berdiri secara kelembagaan 

bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan 

Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 – 

152. Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah amandemen 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam 

pasal 24 ayat (2) yang berbunyi : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
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lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan 

oleh sebuah Mahkamah konstitusi”  

Kewenangan Pengadilan Agama secara berangsung angsur bertambah 

dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang dituangkan dalam 

peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain : Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957; Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989; Undang Undang Nomor 3 Tahun 

2006; 

Pengadilan Agama Situbondo mempunyai gedung sendiri sejak Tahun 

1983 yaitu terletak di Jalan Argopuro 45 Situbondo, yang sebelumnya 

selalu berpindah pindah antara lain dengan menumpang di Masjid Al 

Abror, menumpang di kantor Departemen Agama, menyewa gedung di 

jalan Madura. Menempati gedung di Jalan Argopuro 45 Situbondo sampai 

tahun 1992 dan sejak tahun 1993 pindah kantor dengan menempati gedung 

milik Pengadilan Negeri Situbondo di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 

18 Situbondo. 

Sesuai Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah 

Agung RI tanggal 18 Oktober 2006 Nomor 30/BUA-PL/ S-KEP/X/2006 

tentang pengalihan inventaris tanah dan bangunan dari Pengadilan Negeri 

Situbondo ke Pengadilan Agama Situbondo ditindak lanjuti pembangunan 

gedung baru dengan DIPA Tahun 2007 maka sejak hari Senin 11 Pebruari 

2008 Pengadilan Agama Situbondo menempati gedung baru dengan alamat 

di Jl Jaksa Agung Suprapto 18 Situbondo.   



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

 

 

 

50 

Sebagai catatan bahwa menjelang ditempati gedung baru tersebut pada 

hari Jumat 8 Pebruari 2008 sekira pukul 11.30 tengah malam kota 

Situbondo tertimpa musibah banjir termasuk gedung baru Pengadilan 

Agama Situbondo. Akibat banjir tersebut telah menghanyutkan beberapa 

barang inventaris kantor, menjebol beberapa meter pagar dinding dan 

merusak berkas serta buku buku perpustakaan. 

Adapun daftar nama Ketua Pengadilan Agama Situbondo  antara lain : 

Tabel 4.1 

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Situbondo 

No Nama Ketua 
Tahun 

Kepemimpinan 

1 Kyai Busyairi 1963 – 1970 

2 K.H. A. Chudlory NR 1970 – 1983 

3 Kyai Farasdaq, S.H. 1983 – 1989 

4 Drs. H. Rodlin Afif, S.H. 1990 – 1992 

5 Drs. H.M. Yusuf Chotib, S.H. 1993 – 1999 

6 
Drs. Agus Dimyathi Hamid, S.H., 

M.H. 
2000 – 2004 

7 Drs. A. Choiri, S.H., M.H. 2004 – 2006 

8 Drs. Ali Rahmat, S.H. 2006 – 2008 

9 Drs. Saheruddin 2008 – 2010 

10 Drs. M. Yasya, S.H. 2010 –  2012 

11 
H. Nahison Dasabrata, 

S.H.,M.Hum 
2012  –  2014 

12 Drs. Muslim, S.H., M.H. 2014 – 2017 

13 Drs. Suroso, S.H., M.Hum.  2017  –  Sekarang  

 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

 

 

 

51 

Tabel 4.2 

Alamat Pengadilan Agama Situbondo 

Alamat JL. Jaksa Agung Suprapto No. 18 Situbondo  

Telepon ( 0338 ) 672323 

Fax ( 0338 ) 673900 

E-mail pasitubondo@gmail.com 

Website www.pa-situbondo.go.id  

 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Situbondo 

Visi Pengadilan Agama Situbondo adalah : 

‘‘Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama 

Situbondo yang profesional dan akuntabel menuju badan peradilan yang 

agung’’ 

Pengadilan Negeri Situbondo Mengemban Misi : 

a. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama Situbondo 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel 

dan transparan 

c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan  

d. Mewujudkan kesatuan hukum, sehingga diperoleh kepastian hukum 

bagi masyarakat. 

3. Data Kasus Perceraian 

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019, sisa perkara yang 

belum diputus sebanyak 84 perkara (gugatan 84 perkara, permohonan 0 

mailto:pasitubondo@gmail.com
http://www.pa-situbondo.go.id/
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perkara), sedang pada tahun 2020 menerima perkara sebanyak 2.691 

perkara yang terdiri dari 2.058 perkara gugatan, 617 perkara permohonan 

dan 16 perkara gugatan sederhana, sehingga total jumlah perkara yang 

ditangani tahun 2020 sebanyak 2.775 perkara. Penerimaan perkara 

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2020 mengalami peningkatan 

sebanyak 439 perkara (19,5%) bila dibandingkan penerimaan perkara 

pada tahun 2019 (perkara diterima tahun 2019 sebanyak 2.252 perkara, 

perkara diterima tahun 2020 sebanyak 2.691 perkara). Adapun rincian 

perkara yang diterima dari sisa tahun lalu (2019) sebanyak 84 perkara dan 

yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 2.691 perkara, sehingga jumlah 

perkara yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 2.775 perkara, terdiri 

dari:
67

 

Tabel 4.3 

Jumlah Perkara Yang di Tangani PA Situbondo 

No. Jenis Perkara Sisa 2019 Masuk 2020 
Jumlah 

Beban 

1 Cerai Talaq 22 725 747 

2 Cerai Gugat 56 1.286 1.342 

3 Gugatan Harta Bersama 1 1 2 

4 Kewarisan 4 13 17 

5 Ijin Poligami 1 3 4 

6 Pembatalan Nikah - 2 2 

7 Penguasaan Anak - 2 2 

8 Itsbat Nikah - 9 9 

9 Ekonomi Syari’ah - 3 3 

10 Hibah - 3 3 

11 Pengesahan Anak - 2 3 

12 Lain-lain - 9 9 

Jumlah 2019 84 - - 

Jumlah 2020 - 2.058 2.142 
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Kenaikan jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama 

Situbondo pada tahun 2020 terutama terjadi pada jenis perkara 

Dispensasi Kawin yang mengalami kenaikan secara signifikan, dengan 

perbandingan jika pada tahun 2019 perkara Dispensasi Kawin yang 

diterima berjumlah 87 perkara (3,86%) dari jumlah total perkara 

diterima sebanyak 2.252 perkara, sedangkan pada tahun 2020 perkara 

Dispensasi Kawin yang diterima berjumlah 445 perkara (16,54%) dari 

jumlah total perkara diterima sebanyak 2.691 perkara sehingga terjadi 

kenaikan prosentase sebesar 12,68%. Untuk perkara Cerai Gugat yang 

diterima pada tahun 2019 berjumlah 1.219 perkara (54,12%) dari 

jumlah total perkara diterima sebanyak 2.252 perkara, dan pada tahun 

2020 perkara Cerai Gugat yang diterima berjumlah 1.286 perkara 

(47,79%) dari jumlah total perkara diterima sebanyak 2.691 perkara 

atau terdapat penurunan prosentase sebesar 6,33%, begitupun dengan 
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perkara cerai talak yang diterima pada tahun 2019 berjumlah 731 

perkara (32,46%) dari jumlah total perkara diterima sebanyak 2.252 

perkara, dan pada tahun 2020 perkara Cerai Talak yang diterima 

berjumlah 725 perkara (26,94%) dari jumlah total perkara diterima 

sebanyak 2.691 perkara atau terdapat penurunan prosentase sebesar 

5,52%, sedangkan prosentase penerimaan perkara lainnya cenderung 

sama dengan tahun lalu.
68

 

Penerimaan perkara pada jenis perkara perkawinan sebagaimana 

tahun sebelumnya, menjadi perkara dengan prosentase tertinggi dari 

keseluruhan perkara, yakni 95,09%, jumlah terbesar jenis perkara yang 

diterima tahun 2020 adalah perkara Cerai Gugat sebanyak 1.286 

perkara (47,79%), urutan dibawahnya Cerai Talak sebanyak 725 

perkara (26,94%), Dispensasi Kawin sebanyak 445 perkara (16,54%) 

dan Isbat Nikah sebanyak 103 perkara (3,53%). Adapun klasifikasi 

selengkapnya diuraikan dalam tabel berikut ini:
69

 

Tabel 4.4 

Jumlah Presentase Perkara 

No. Jenis Perkara Jumlah Beban % 

1 Cerai Talaq 725 26,94 

2 Cerai Gugat 1.286 47,79 

3 Gugatan Harta Bersama 1 0,04 

4 Hibah 3 0,11 

5 Kewarisan 13 0,48 

6 Ijin Poligami 3 0,11 

7 Pembatalan Nikah 2 0,07 

8 Penguasaan Anak 2 0,07 
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 Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Situbondo, (Situbondo: Pengadilan Agama 
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9 Itsbat Nikah (Contentius) 9 0,33 

10 Ekonomi Syari’ah 3 0,11 

11 Gugatan Sederhana 16 0,59 

12 Itsbat Nikah (Voluntair) 94 3,49 

13 Dispensasi Nikah 445 16,54 

14 Wali Adhol 9 0,33 

15 Perwalian 32 1,19 

16 
Penunjukan Orang lain sebagai 

Wali 
0 0 

17 Pengesahan Anak 2 0,07 

18 Penetapan Ahli Waris 8 0,30 

19 Asal-Usul Anak 25 0,93 

20 Ijin Kawin 0 0 

21 Pencegahan Perkawinan 0 0 

22 Lain-lain 13 0,48 

Total 2.691 100 
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4. Data Kasus Pegawai Kemhan/ PNS Bercerai Tanpa Izin 

Memang jarang dijumpai perceraian Anggota Militer/ PNS yang 

diputus tanpa izin dari atasan, akan tetapi dalam lima tahun terakhir, 

terdapat beberapa kasus perceraian PNS yang diputus tanpa mengantongi 

izin dari atasan, ada beberapa kasus perceraian Anggota Militer/ PNS 

Tanpa izin dari atasan sesuai dengan data berikut: 

a. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2014/PA.Sit 

b. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Sit 

c. Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit 

Yang didalam proses pelaksanaan  hakim didalam  memutuskan 

perkara perceraian Anggota Militer/ PNS tanpa izin tersebut telah di 

pertimbangkan dengan matang.
70

 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Pada bagian ini penulis akan menguraikan data dan hasil penelitian 

tentang fokus penelitian yaitu Analisis Terhadap Perceraian Anggota Militer 

Tanpa Izin dari Atasan Dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 

0334/Pdt.G/2020/PA.Sit. Penyajian data hasil penelitian ini diperoleh dari 

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di 

Pengadilan Agama Situbondo. Penulis juga menggunakan metode kualitatif 

untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Penelitian kualitatif juga 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis yang berdasarkan informan serta perilakunya yang diamati 
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penulis. Pendekatan kualitatif ini bertujuan memperoleh pemahaman dan 

penggambaran realitas yang kompleks dari fenomena di lokasi penelitian.  

Untuk tahap analisis yang dilakukan oleh penulis adalah membuat daftar 

pertanyaan untuk wawancara kemudian dilakukan pengumpulan data dan 

analisis data yang dilakukan sendiri oleh penulis. Untuk dapat mengetahui 

sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan, penulis menggunakan 

beberapa tahap: Pertama, menyusun draf pertanyaan wawancara berdasarkan 

dari unsur-unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada informan. Kedua, 

melakukan wawancara dengan panitera hukum dan pegawai PTSP serta 

majelis hakim yang mengadili putusan tersebut. Ketiga, melakukan 

dokumentasi secara langsung di lokasi penelitian untuk melengkapi data yang 

berhubungan dengan penelitian. Keempat, memindahkan data penelitian yang 

berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada informan. 

Kelima, menganalisis data hasil wawancara yang telah dilakukan penulis di 

lokasi penelitian. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, penulis 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat 

untuk memperoleh data yang mendukung pengumpulan data dalam penelitian 

ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Pengadilan 

Agama Situbondo, berikut penulis sajikan bagian-bagian terpenting yang 

menarik dan menjadi fokus penelitian secara berurutan. 
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1. Duduk Perkara Permohonan Cerai Anggota Militer Tanpa Izin 

Atasan dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

0334/Pdt.G/2020/PA.Sit 

 Berdasarkan serangkaian wawancara dengan informan penelitian, 

maka penulis menyajikan data tentang Duduk Perkara Permohonan Cerai 

Anggota Militer Tanpa Izin Atasan dalam Putusan Pengadilan Agama 

Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit. 

 Sistem penerimaan perkara di Pengadilan Agama Situbondo 

diharapkan bisa tertata dan sesuai dengan juknis perundang-undangan 

yang ada,  seperti pernyataan yang di ungkapkan oleh Hardi Budiono 

selaku pegawai PTSP(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sebagai berikut: 

‘‘Memang didalam sistem penerimaan dan pemeriksaan perkara di 

Pengadilan Agama Situbondo sesuai dengan juknis pedoman 

pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama Buku II dan 

Perundang-undangan yang ada, tetapi kami selalu melakukan 

inovasi baru menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada 

agar bisa lebih efektif, efisien dan teratur.
71

 

 

Pernyataan dari Hardi Budiono sebelumnya menunjukkan bahwa 

Pengadilan Agama Situbondo telah memiliki Manajemen Penerimaan 

berkas perkara yang baik. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 

tanggal 13 Juli 2011, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Panji dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/31/VII/2011 

tanggal 13 Juli 2011. Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh bapak 

Dr.Maftukhin, M.H   
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“Dengan membaca dalil Pemohon Setelah berumah tangga sebagai 

suami istri sekitar 5 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya 

suami istri (ba’da dukhul) dan telah mempunya anak bernama 

Rafael Darma Pratama dalam asuhan Pemohon semenjak tanggal 

01 Desember 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai 

tidak harmonis”
72

 

 

Di dalam permohonan cerai talak Pemohon dijelaskan bahwa 

semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, 

akan tetapi sejak tanggal 01 Desember 2015, perselisihan dan pertengkaran 

mulai terjadi, sesuai dengan penjelasan Bapak Hasan Basri M.H: 

‘‘Duduk perkara permohonan perceraian ini di karenakan pihak 

Termohon mengingkari janji suci pernikahan yaitu selingkuh 

dengan laki-laki lain kemudian Termohon pergi meninggalkan 

tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Pemohon dan telah hidup 

berpisah selama 4 tahun sehingga sulit untuk didamaikan’’ 

 

Dengan adanya alasan rumah tangga tidak harmonis dan terjadi 

perselingkuhan sudah cukup menjadi alasan Pemohon menderita  lahir 

batin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga 

dengan Termohon, seperti yang disampaikan oleh  Drs. Maftukhin, M.H 

sebagai berikut: 

‘‘Ketika usaha mendamaikan sudah dilakukan, dan tidak ada 

harapan untuk hidup bersama, maka perceraian merupakan jalan 

yang terbaik.’’ 

 

Tugas etis seorang hakim adalah menyelesaikan permasalaha-

permasalah yang terjadi dengan seadil-adilnya tanpa mengabaikan nilai 

filosofi hukum, sesuai pernyataan yang diberikan oleh Drs. H. Hasan 

Basri, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Situbondo sebagai berikut: 
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‘‘ Sebagai penegak hukum kami tidak melupakan bahwasanya 

hukum itu ada untuk melindungi manusia/ sebagai subjek hukum, 

tidak memandang kekayaan, keturunan, ataupun jabatan, tetap kita 

perlakukan sama dan berlandaskan kepada Al-Qur’an dan Al-

Hadits serta kitab-kitab fiqh klasik-kontemporer, dan juga Hukum 

Positif yang ada.’’
73

 

 

2. Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decedendi) Dalam Putusan 

Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit 

Pengadilan yang independen, netral dan kompeten merupakan 

salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. 

Hanya pengadilan yang memiliki kriteria tersebut yang dapat menjamin 

pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, 

posisi dan peran hakim sangat penting.
74

 

Sehubungan dengan hal itu, maka Anggota Militer yang akan 

melakukan perceraian harus memperoleh izin pejabat. Namun demikian, 

keharusan adanya izin pejabat sama sekali tidak mengurangi lembaga 

perceraian (pengadilan) apabila izin tersebut tidak ada. Artinya perkara 

tetap dapat diperiksa sekalipun ketika mengajukan perkara belum 

dilengkapi dengan izin pejabat, sedangkan izin pejabat tersebut sifatnya 

menyusul dan atas perintah hakim dan untuk itu sidang ditunda dan 

apabila Anggota Militer tersebut belum juga mendapat izin setelah 6 

bulan sidang ditunda maka hakim akan menyerahkan kembali kepadanya 

apakah sidang akan tetap dilanjutkan dengan syarat Anggota Militer harus 

membuat perjanjian bahwa ia akan menerima semua akibat atas 
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dilakukannya perceraian tanpa izin pejabat. Sesuai dengan hasil 

wawancara yang saya dapat dari seorang Hakim Pengadilan Agama 

Situbondo yang menyatakan bahwa apabila Hakim mendapatkan atau 

menangani perkara tentang Anggota Militer/ Pegawai Negeri Sipil yang 

belum mendapat izin dari pejabat maka hendaknya Hakim bersikap 

sebagai berikut:  

a. Arahkan untuk mendapatkan izin pejabat lebih dahulu, dan 

memberikan waktu selama 6 bulan.  

b. Kalau tidak dapat izin dari pejabat kasih pilihan diteruskan atau 

dicabut perkaranya.  

c. Bila diteruskan buat surat pernyataan bersedia menerima akibat dari 

perceraian yang dilakukan tanpa izin pejabat.
75

 

Ada saja Anggota Militer/ Pegawai Negeri Sipil yang merasa 

keberatan dengan hal tersebut, karena anggapan mereka sidang ditunda 

selama 6 bulan adalah waktu yang sangat lama dan terkesan hakim 

sengaja memperlambat proses pemeriksaannya terutama bagi Anggota 

Militer yang belum memiliki izin sejak perkara dimasukkan ke 

pengadilan.
76

 Padahal Hakim yang dianggap sebagai Pejabat 

pemerintahan serta Anggota Militer juga memiliki kewajiban dan hak 

yang sama seperti Anggota Militer yang mengajukan perceraian yaitu 

harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila 

ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ditundanya 
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sidang selama 6 bulan bertentangan dengan asas tersebut, karena hakim 

harus taat pada ketentuan atau aturan hukum yang dalam masalah ini 

hakim harus tunduk pada SEMA No. 5 Tahun 1984, hakim tidak 

dibenarkan melonggarkan penerapan hukum, karena hakim wajib 

memutus menurut hukum. 

Hakim Pengadilan Agama Situbondo Didalam mengadili dan 

memutus perkara pasti juga melakukan beberapa pendekatan, seperti 

pernyataan yang diungkapkan oleh Drs. Maftukin, M.H selaku Hakim 

Pengadilan Agama Situbondo sebagai berikut:  

‘‘ Hakim didalam proses mengadili perkara, mereka menggali 

undang-undang, melakukan pendekatan sosiologis dan pendekatan 

psikologis serta pendekatan lainnya dengan tidak bertentangan 

dengan nilai ketuhanan dan humanism (Kemanusiaan). Dan itu 

juga diatur didalam hukum islam, bahwasanya semua hal harus 

dipertimbangkan dengan melihat dan menggunakan maqoshid as-

syari’ah’’
77

 

 

Penjelasan dari Drs. Maftukin, M.H selaku Hakim Pengadilan 

Agama Situbondo bahwasanya Hakim tidak sembarangan didalam 

memutuskan perkara, asas kemaslahatan juga dipertimbangkan dan juga 

mereka memiliki kewenangan didalam mengadili dan memutuskan 

sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Bapak Suria Akbar selaki 

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Situbondo sebagai berikut: 

‘‘Ada berbagai macam asas didalam peradilan, asas peradilan cepat 

dan biaya ringan, asas pengadilan tidak boleh menolak perkara, 

tetapi perkara tersebut harus diperiksa meskipun perkaranya kurang 

jelas, asas ius curia novit  yaitu asas yang menyatakan bahwa 

hakim itu tau semua hal, sehingga mereka memiliki kewenangan 
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untuk mengadili dan memutus perkara,dan hal ini juga sudah di 

praktikan didalam putusan nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit’’
78

 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, dapat diketahui 

bahwa Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang telah mengadili perkara 

perceraian Anggota Militer tersebut didalam putusan nomor 0334/ 

Pdt.G/2020/PA.Sit telah memiliki pertimbangan yang matang dan alasan 

yang cukup kuat. 

Menjadi seorang hakim harus memiliki pengetahuan, moral yang 

cukup agar tidak salah didalam mengambil keputusan, sesuai dengan 

pernyataan Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua 

yang mengadili perkara perceraian antara Jafhari bin Sucipto selaku 

Anggota Militer dan Heni Indria Yuliati binti Misrawi selaku rakyat sipil 

biasa, sebagai berikut: 

‘‘Yang menjadi pertimbangan hakim didalam memutus itu duduk 

perkara dan bukti formil yang terjadi, hakim harus tau mana yang 

menjadi hal yang paling pokok/utama, izin perceraian Anggota 

Militer dari atasan itu merupakan syarat administratif pendukung 

yang dimana implikasi hukum nya nanti setelah jatuh putusan dan 

inkrah maka mengikat ke subjek hukum. Dan subjek hukum juga 

tidak bisa lepas dari kebijakan/ aturan instansi akibat melakukan 

perbuatan hukum yang dianggap melangggar.
79

 

 

Dari penjelasan Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H.,M.H di atas 

juga dikuatkan oleh Drs. Muhammadun, S.H selaku hakim anggota di 

dalam putusan nomor: 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit yang dimana beliau ikut 

mengadili dan memberikan pertimbangan-pertimbangan secara hati-hati 

dalam perkara ini, yakni sebagai berikut: 
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‘‘Sudah Jelas, bahwasanya aturan terkait izin perceraian itu tidak 

bisa mencegah atau mengurangi kewenangan hakim didalam 

memutuskan perkara, karena ada hal yang paling utama selain izin 

itu, yaitu keadilan dan kemaslahatan pihak-pihak yang berperkara 

apabila perkara tersebut tidak cepat diselesaikan.’’
80

 

Aturan terkait izin perceraian Anggota Militer diatur didalam 

Peraturan Menteri Pertahanan dan merujuk juga pada Peraturan 

Pemerinttah, dan juga aturan Etika Profesi Disiplin Pegawai sesuai 

dengan instansi juga tidak boleh kita abaikan, sesuai dengan pernyataan 

Drs. Hasan Basri, M.H Sebagai berikut:  

‘‘Hakim hanya mengingatkan dan memberikan saran kepada 

Jafhari bin Sucipto selaku TNI bahwasanya dia terikat peraturan 

perundang-undangan dan disiplin Anggota Militer terkait izin 

perkawinan, dan harus diurus sesuai prosedur yang berlaku. 

Artinya kami menyadarkan bahwasanya Si Jafhari itu TNI dan 

harusnya menjadi teladan bagi semua orang agar tertib administrasi 

meskipun sekecil apapun’’
81

 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, dapat diketahui 

bahwa Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang telah mengadili dan 

memutus perkara perceraian Anggota Militer tersebut didalam putusan 

nomor 0334/ Pdt.G/2020/PA.Sit telah memiliki pertimbangan yang 

mengandung asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan. 

3. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

0334/Pdt.G/2020/PA.Sit Terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa 

Ijin Atasan 

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal.Perkawinan dilakukan untuk menciptakan 
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 Wawancara, Muhammadun, Hakim Anggota Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Situbondo, 

17 September 2020. 
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 Wawancara, Hasan Basri, Hakim Pengadilan Agama Situbondo, 18 September 2020. 
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rumah tangga yang bahgia dunia dan akhirat, dalam agama Islam disebut 

sakinah mawaddah warahmah. Perkawinan tidak boleh bertujuan untuk 

mencari keuntungan dan kenikmatan sesaat, tetapi harus betul-betul 

dilandasi ketulusan dan keikhlasan untuk membentuk keluarga yang 

bahagia. Tujuan luhur tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh 

setiap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan, bahkan dengan 

dukungan kedua kubu keluarga atau masyarakat sekitar. Sudah menjadi 

kodrat, apa yang ada di alam fana ini tidak ada yang bersifat kekal, 

termasuk perkawinan.
82

 Pada saat tertentu setiap perkawinan pasti akan 

bubar atau putus. Namun seberapa kuat manusia berusaha untuk 

mempertahankan perkawinan sesuai dengan tujuan perkawinan yang telah 

disebutkan di atas suatu saat perkawinan itu akan putus. Berdasarkan 

penyampaian dari Hakim Pengadilan Agama Situbondo Drs. Maftukhin, 

M.H sebagai berikut 

‘‘Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan macam-macam 

putusnya perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian (cerai 

gugat dan cerai talak) dan karena atas putusan pengadilan. Istilah 

Istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan 

yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan 

istri.’’
83

 

 

Pengaturan hukum khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 

terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 Juncto PP No. 45 Tahun 1990. 

Oleh karena itu, pertimbangan pengaturan hukum khusus bagi Pegawai 

Negeri Sipil dapat dipahami dari pertimbangan pemberlakuan kedua 
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 Bambang Daru Nugroho, Hukum Perdata Indonesia (Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke 

Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional), (Bandung: PT Refika Adiatama, 2017), 43 
83 Wawancara, Maftukhin, Hakim Pengadilan Agama Situbondo, 17 September 2020. 
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Peraturan Pemerintah tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

diberlakukan secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan 

melakukan perceraian berdasarkan berbagai pertimbangan. 

Berdasarkan keterangan dari Bapak Suria Akbar selaku panitera 

Hukum Pengadilan Agama Situbondo, sebagai berikut: 

‘‘Bahwa kedisiplinan membentuk: 

 

a. Sikap mental (mental attitude), yang merupakan taat dan tertib 

sebagai hasil atau pengembangan dari latihan pengendalian 

pikiran dan pengendalian watak. 

b. Pemahaman yang baik mengenai system aturan yang prilaku, 

norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa sehingga 

pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam 

atau kesadaran akan aturan, norma, kriteria dan standar tadi 

merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan. 

c. Sikap kelakuan yang wajar menunjukkan kesungguhan hati 

untuk mentaati segala tata tertib.’’
84

 

 

Dasarnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksananya, 

telah memuat ketentuan yang mengatur tentang tata cara perkawinan bagi 

seluruh warga negara Indonesia dan termasuk Anggota Militer. Hanya 

saja untuk Prajurit TNI/ Anggota Militer masih diatur lagi secara khusus 

dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang 

Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan 

Kementerian Pertahanan 

Menurut Hasan Basri, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama 

Situbondo, menerangkan bahwa: 
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“Akibat hukum bagi PNS yang melakukan perceraian tannpa izin 

pejabat adalah hukuman displin berat berdasarkan pada ketentuan 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 16 PP No. 10 

Tahun 1983 sanksi yang diberikan bersifat mutlak yaitu 

diberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai PNS, 

sedangkan dalam PP No. 45 Tahun 1990 hukuman disiplin tersebut 

telah ada perubahan sedikit ke arah yang adil yaitu dikenai salah 

satu hukuman disiplin berat. Begitu juga dengan Anggota Militer, 

Prajurit TNI yang melaksanakan Perkawinan tidak mendapat surat 

izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang merupakan 

pelanggaran hukum disiplin militer dan diancam dengan hukuman 

disiplin militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.’’
85

 

 

C. Pembahasan Temuan 

Setelah penulis menemukan beberapa data yang dibutuhkan, baik dari 

hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Maka dilakukan 

pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dengan teori-

teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian. Pembahasan ini 

disesuaikan dengan fokus penelitian tentang Duduk Perkara Permohonan 

Cerai Anggota Militer Tanpa Izin Atasan dalam Putusan Pengadilan Agama 

Situbondo Nomor: 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit. 

Adapun data yang akan dibahas penulis sesuai dengan fokus penelitian 

tersebut, maka penulis membahasnya sebagai berikut: 

1. Duduk Perkara Permohonan Cerai Anggota Militer Tanpa Izin 

Atasan Dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

0334/Pdt.G/2020/PA.Sit 

Pengadilan Agama Situbondo tidak sembarang didalam 

memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Ada faktor-faktor yang 
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melatarbelakangi lahirnya putusan nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di Pengadilan 

Agama Situbondo, seluruh komponen di dalam institusi telah 

melaksanakan visi misi pengadilan. Dan berdasarkan hasil temuan juga 

diketahui bahwa alasan yang melatarbelakangi dikarenakan manajemen 

penerimaan dan pemeriksaan perkara dan prinsip yang dipegang oleh 

Hakim Pengadilan Agama Situbondo didalam menyelesaikan perkara. 

Sistem penerimaan berkas ataupun pemeriksaan perkara di 

Pengadilan Agama Situbondo telah sesuai dengan juknis perundang-

undangan dan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis 

Peradilan di peradilan tingkat pertama dan banding. Ketika penerimaan 

dan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara menggunakan daftar 

periksa(check list) dan di register, seperti surat permohonan cerai, 

identitas para pihak memang sudah memenuhi syarat agar berkas 

diteruskan ke tahap selanjutnya.
86

 

Berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Pasal (10) 

bahwasanya Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya.
87

 Tahapan demi tahapan dilalui sampai pada memasukkan 

berkas permohonan dalam map berkas perkara untuk diserahkan kepada 

Ketua Pengadilan Agama Situbondo melalui panitera, agar segera 
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 Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 88 
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 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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PMH(Penetapan Majelis Hakim), penunjukan Panitera Pengganti dan 

Jurusita Pengganti. Sebenarnya sampai pada tahapan ini berkas perkara 

tidak memiliki cacat formil ataupun materiil, tetapi memiliki kekurangan 

administrative saja. 

Duduk perkara permohonan perceraian ini berlandaskan pada 

Kompilasi Hukum Islam bahwa sebab-sebab perceraian yaitu rumah 

tangga tidak lagi harmonis atau salah satu suami/ istri selingkuh, dan 

ditambah lagi Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama 

tanpa pamit pada pemohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah 

selama 4 tahun, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan 

lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-

masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) dan (a) peraturan 

pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (a) Kompilasi 

Hukum Islam.
88

 

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum 

Republik Indonesia. Hakim memiliki prinsip didalam mengadili dan 

memutus perkara, yang mana pasti prinsip itu tidak bertentangan dengan 

norma agama ataupun perundang-undangan. Mereka bersandar pada ayat 

suci juga kepada ayat konstitusi. 
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 Pasal 19 huruf (f) dan (a)  Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (a) 

Kompilasi Hukum Islam. 
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Dan juga diatur didalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

pasal (2) yang berbunyi: 

a. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA". 

b. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila. 

c. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia 

adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. 

d. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
89

 

Didalam pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

menyebutkan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, 

dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim 

konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
90

 Mediator 

harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah 

pihak yang berperkara dengan cara yang baik dan sesuai dengan aturan 

yang berlaku.
91

 Dikarenakan Mediasi merupakan cara penyelesaian 

sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang 

lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang 

memuaskan serta berkeadilan.
92
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 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Upaya Mediator Dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A”, 

Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, no.2, (Juni, 2019),  34 
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 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi. 
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Dan berdasarkan proses wawancara, bahwa usaha mendamaikan 

tidak hanya ketika mediasi saja, tetapi ketika persidangan pun para hakim 

berusaha mendamaikan kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 yang 

berbunyi:  

a. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan 

kedua pihak. 

b. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat 

dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
93 

Akan tetapi dikarenakan permohonan Perceraian oleh Pemohon 

memiliki alasan yang kuat yaitu karena istri melakukan perselingkuhan 

dan rumah tangga tidak harmonis lagi serta Pemohon menderita lahir dan 

batin itu sudah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim untuk mengadili 

dan memutus perkara dengan asas keadilan. 

2. Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decedendi) Dalam Putusan 

Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit 

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan, maka 

penulis paparkan beberapa hasil temuan mengenai pertimbangan Hakim 

dalam putusan nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit di Pengadilan Agama 

Situbondo berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, 

bahwa Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 
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 Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
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0334/Pdt.G/2020/PA.Sit bersandar pada undang-undang dan nilai-nilai 

social dan kemaslahatan. 

Hakim sebagai Pejabat Negara yang melaksanakan Kekuasaan 

Kehakiman mutlak untuk menjaga integritas, kemandirian dan 

profesionalitasnya serta dijamin keamanan dan kesejahteraannya 

sehingga ia terbebas dari segala intervensi baik internal maupun ekstrnal, 

seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: 

(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di 

luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal 

sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 

1945. 

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dipidana sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 Salah satu prinsip yang harus dijunjung hakim adalah bersikap 

mandiri, yaitu mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas 

campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun.
94

 Disamping 

tidak bolehnya hakim teritervensi oleh lembaga atau pihak lain dalam 

menangani sebuah perkara, hakim juga tidak boleh menolak perkara yang 

datang kepadanya, sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:  

“Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak 

membedabedakan orang”, dalam hal membeda-bedakan di sini 

adalah hakim tidak boleh menolak perkara yang datang kepadanya 

termasuk perkara perceraian Anggota Militer.  
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Tidak dapat disangkal, bahwa diundangkannya Peraturan Menteri 

Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 bertujuan untuk mendisiplinkan 

Anggota Militer supaya menjadi teladan bagi masyarakat Hanya saja, 

dalam menanggapi kedua peraturan di atas ada beberapa pendapat yang 

mengacu pada kata “terlebih dahulu” yaitu salah satunya adalah 

pemahaman bahwa izin pejabat bukan merupakan syarat mutlak (bagian 

hukum acara) untuk mengajukan perkara perceraian, akan tetapi hanya 

sebatas syarat administrasi. 

Hakim dalam hukum acara perdata adalah bersifat pasif, hakim 

tidak boleh mendorong seseorang untuk mengajukan gugatan serta asas 

hakim bersifat pasif ini juga memberikan batasan kepada hakim untuk 

tidak dapat mencegah apabila gugatan dicabut atau para pihak melakukan 

perdamaian.
95

 Apabila Anggota Militer tidak mau mencabut gugatannya 

dan bersedia menerima konsekuensi jika terjadi sesuatu akibat 

perbuatannya, maka hakim harus memeriksa perkara itu dengan 

mendengarkan alasan kedua belah pihak yang berperkara. Karena sifat 

demikian ini konseuensi yuridisnya dalam perkara perdata, maka 

ketentuan hukum acara perdata menggariskan bahwa hakim dalam 

mengadili perkara haruslah bertindak secara adil dengan memperlakukan 

kedua belah pihak yang berperkara dalam kapasitas yang sama, tidak 
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memihak salah satu pihak, sehingga untuk dilakukan pemeriksaan dan 

didengar bersama-sama di depan persidangan.
96

 

Izin perceraian Anggota Militer diatur dalam pasal 13 ayat (1) dan 

(2) yang berbunyi: Pegawai Kemhan yang melaksanakan Perceraian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus mendapat izin 

Perceraian dari Pejabat yang Berwenang; Izin Perceraian dari Pejabat 

yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan mengajukan surat permohonan izin Perceraian secara tertulis.
97

 

Begitu juga dengan izin perceraian PNS diatur didalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada pasal 3 ayat (1) dan (3) yang 

berbunyi: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib 

memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat; Dalam 

surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian 

untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang 

lengkap yang mendasarinya.”
98

 

Sedangkan Jafhari bin Sucipto mengajukan permohonan cerai 

tanpa izin dari atasan, sehingga hakim menurut ketentuan pasal 5 

Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

yang berbunyi:’’ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

                                                             
96

 Ibid, 15 
97

Kementerian Pertahanan, Peraturan Menteri Pertahanan No. 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, 

Perceraian  dan Rujuk bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan 
98

 Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil 
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hidup dalam masyarakat.
99

 Sehingga hakim didalam mempertimbangkan 

dan memutus lebih menitikberatkan kepada rasa ketidakadilan, kepedihan 

dan siksaan batin yang dialami Jafhari bin Sucipto daripada Ketentuan 

tertulis yaitu izin perceraian dari atasan. 

Sikap hakim ini bukan berarti mengabaikan dan menentang 

undang-undang tentang disiplin Anggota Militer, tetapi melihat kondisi 

Jafhari bin Sucipto saat itu sangat memungkinkan Hakim berkehendak 

lain. Kewenangan hakim didalam memutuskan perkara sangat dominan.  

Di dalam pertimbangan Hakim, bahwa dalam suatu rumah tangga 

manakala suami istri telah pisah selama 4 tahun dan telah saling 

meninggalkan kewajibannya, mereka itu telah bertengkar taka da 

kecocokan lagi dan selama berpisah taka da yang berusaha untuk rukun 

lagi walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil 

maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan petunjuk 

rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, dan telah tidak tercapai 

tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud pasal 1 Undang 

Undang Nomor 1 / 1974 jo Al Qur’an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya 

Majelis Hakim telah berpendapat lebih baik diputuskan ikatan 

perkawinannya agar masing-masing suami istri terbebas dari penderitaan 

dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan. 

Dan Hakim menyimpulkan bahwa dengan adanya fakta-fakta 

tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/ hubungan suami 
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isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah 

tangga telah rapuh dan sulit untuk di tegakkan kembali, sehingga telah 

terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam. 

Bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-

Qur’an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi: 

                    

Artinya:’’ Talaq (yang dapat rujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih 

dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila 

tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)’’ 

 

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Hakim 

menyatakan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil 

permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan 

hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon haruslan dikabulkan. 

Implementasi asas ius curia novit telah dipraktikkan oleh hakim yang 

mengadili perkara tersebut, dengan menggunakan kewenangan 

memutuskan perkara dengan bijak, dan menggunakan alasan hukum yang 

kuat.
100

 Dalam hal ini hakim sudah mengetahui bahwasanya pemohon 

harus menyertakan izin perceraian dari pejabat yang bewenang, tetapi 

hakim juga mengetahui mana yang lebih urgent terlebih izin itu keluar 

bisa berbulan-bulan lamanya. Sedangkan pihak pemohon telah merasakan 

                                                             
100

 Yuristyawan Pambudi Wicaksana, “Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran 

Hukum Putusan Hakim”, Jurnal Lex Renaissance, no.1, (Juni, 2017), 22 
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tekanan batin dan memiliki hak biologis yang harus disalurkan(menikah 

lagi) dan dikhawatirkan bisa melakukan perbuatan zina maka 

mengabulkan permohonan cerai adalah keputusan yang terbaik. 

3. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

0334/Pdt.G/2020/PA.Sit Terhadap Perceraian Anggota Militer 

Tanpa Ijin Atasan 

Sebelum masuk ke pembahasan Akibat Hukum Putusan 

Pengadilan Agama Situbondo 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit kita harus 

mengetahui tata cara bercerai Anggota Militer yang sebeanrnya hamper 

sama dengan Pegawai Negeri Sipil yang terdapat pada Pasal 3 PP No. 10 

Tahun 1983 berisi: 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib 

memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat; 

(2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) diajukan secara tertulis; 

(3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan 

alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian 

tersebut.
101

 

 

Disempurnakan kembali oleh PP No. 45 Tahun 1990 yang berisi: 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib 

memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari 

pejabat; 

(2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai 

penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan 

sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan 

permintaan secara tertulis;  

(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya 

gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil 
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harus dicantumkan alasan yang lengkap yang 

mendasarinya.
102

 

 

Pemahaman yang dapat diambil dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

di atas adalah bahwa izin pejabat bukan merupakan syarat mutlak (bagian 

hukum acara) untuk mengajukan perkara perceraian, akan tetapi hanya 

sebatas syarat administrasi. Sehubungan dengan hal itu, maka Anggota 

Militer yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin pejabat. 

Namun demikian, keharusan dari izin pejabat tersebut tidak mengurangi 

lembaga perceraian (pengadilan) apabila izin tersebut tidak ada. 

Artinya perkara tetap dapat diperiksa sekalipun pada saat 

mengajukan perkara belum dilengkapi dengan keterangan izin pejabat, 

sedangkan izin pejabat tersebut sifatnya dapat menyusul dan atas perintah 

hakim sidang tersebut dapat ditunda paling lama enam bulan. Meskipun 

izin pejabat hanyalah sebatas syarat admintratif seperti yang telah dibahas 

pada pembahasan sebelumnya, namun Anggota Militer yang tidak 

memenuhi syarat tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman displin 

militer berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Pertahanana Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: 

Prajurit TNI yang melaksanakan Perkawinan tidak mendapat surat izin 

Perkawinan dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) atau melaksanakan Perceraian tidak mendapat surat izin 

Perceraian dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 13 ayat (1) merupakan pelanggaran hukum disiplin militer dan 

diancam dengan hukuman disiplin militer sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Pasal 1 angka 4 PP No. 53 Tahun 2010 juga menjelaskan bahwa 

“hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai 

Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.” 

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapat izin pejabat dalam 

melakukan perceraian atau tidak melaporkan perceraiannya kepada 

pejabat yang berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu 

bulan terhitung sejak terjadi perceraian, dikualifikasikan melanggar 

hukum khusus perceraian yaitu Pasal 15 angka 1 PP No. 45 Tahun 1990 

yang berbunyi:  

‘‘Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih 

kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), 

Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam 

jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai 

terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang 

kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambatlambatnya satu 

tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi 

salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil; 

 

Saat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dinyatakan 

tidak berlaku lagi dan diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010. Hal ini 

berarti bahwa “hukuman disiplin berat” yang diatur dalam PP No. 53 

Tahun 2010 dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 

melanggar hukum khusus perceraian menurut Pasal 15 angka 1 PP No. 45 
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Tahun 1990 tersebut. Dinyatakan disiplin berat di sini adalah disebutkan 

pada Pasal 7 angka 4 PP No. 53 Tahun 2010, yaitu jenis hukuman 

disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari:  

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 

tahun; 

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah; 

c. Pembebasan dari jabatan; 

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

oleh Pegawai Negeri Sipil; dan 

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri 

Sipil;, 

 

Walaupun izin pejabat hanya sebagai syarat administrasi yang 

diwajibkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai, tetap saja harus 

terpenuhi. Mengingat sanksi atau hukuman disiplin yang akan diterima 

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 3 angka 1 PP No. 45 Tahun 

1990 tidak main-main dan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin berat 

yang memungkinkan Pegawai Negeri Sipil dapat kehilangan jabatan 

bahkan pekerjaannya.  

Bukan hanya tata caranya yang diatur secara khusus yang berbeda 

dengan masyarakat, yang harus ditaati oleh Prajurit TNI demi menjaga 

kedisiplinan Prajurit TNI. Lagi-lagi Anggota Militer pria yang telah 

melakukan perceraian merasa ditekan kembali oleh peraturan khusus 

yang mengatur tentang perceraian Anggota Militer, yaitu tanggung jawab 

terhadap keluarganya setelah perceraian juga diatur dalam Peraturan 

Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) 

yaitu: 
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1) Pegawai Kemhan yang telah bercerai dengan istrinya 

berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri yang 

dicerai dan/atau kepada anak yang diasuhnya. 

2) Pemberian nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan/atau 

kepada anak yang diasuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan sesuai dengan putusan Pengadilan. 

3) Pegawai Kemhan membagi harta kekayaan/harta gono-gini 

akibat Perceraian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Untuk menguatkan dan sebagai perbandingan yang tidak jauh 

berbeda dengan PNS dimana di atur di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

terdapat pada Pasal 8 yaitu; 

(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil 

pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk 

penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. 

(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah 

sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, 

sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau 

anak-anaknya. 

(3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian 

gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria 

kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya. 

(4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak 

berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, 

apabila isteri meminta cerai karena dimadu. 

(6)  Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 

kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya 

menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. 

 

Disempurnakan kembali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 yang berbunyi: Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut: 

(1) Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang 

dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebgai berikut :"(4) 

Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

 

 

 

82 

alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau 

istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir 

maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, 

pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri 

telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut 

tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 

di luar kemampuannya ". 

(2)  Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat 

(5) baru. 

(3) Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan 

ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut :(6) Ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila 

istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, 

dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi 

pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan 

atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-

turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal 

lain di luar kemampuannya".  

 

Jika Pegawai Kemhan yang bersangkutan tidak melaksankan 

kewajiban di atas maka diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanana 

Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: Prajurit TNI yang 

melaksanakan Perkawinan tidak mendapat surat izin Perkawinan dari 

Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

atau melaksanakan Perceraian tidak mendapat surat izin Perceraian dari 

Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 

merupakan pelanggaran hukum disiplin militer dan diancam dengan 

hukuman disiplin militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Apalagi si Pria yang merasa dirugikan dengan ketentuan 

tersebut, karena bukan hanya memberi nafkah pada anak setelah 
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percerian terjadi, tapi juga harus memberi nafkah kepada bekas istri 

sesuai yang telah ditetapkan oleh ketentuan tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

   Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Terhadap Perceraian 

Anggota Militer Tanpa Izin dari Atasan dalam Putusan Pengadilan Agama 

Situbondo Nomor: 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit yang dibahas pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Duduk perkara perkara permohonan cerai Anggota Militer tanpa izin 

atasan dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

0334/Pdt.G/2020/PA.Sit adalah karena perselisihan dan pertengkaran 

antara Pemohon dan Termohon disebabkan perselingkuhan serta 

Termohon nusyuz dan sulit untuk didamaikan sehingga mengakibatkan  

Pemohon menderita lahir dan batin. Pemohon siap untuk menanggung 

akibat hukum yang akan terjadi apabila tetap melanjutkan permohonan 

perceraian tanpa izin dari atasan. 

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Situbondo didalam memutus 

perkara nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit tentang permohonan Cerai 

Anggota Militer tanpa izin dari atasan yakni berdasarkan kepada konsep 

dan asas kewenangan hakim didalam penyelesaian perkara dan asas 

kemaslahatan dari kedua belah pihak yang berperkara yakni dari sisi 

sosiologis maupun psikologis. Agar salah satu atau kedua belah pihak 

tidak mengalami tekanan lahir maupun batin mereka berdaulat atas 

dirinya sendiri untuk memilih jalan mana yang mereka anggap tepat. 
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Hakim mendapatkan atau menangani perkara tentang Anggota 

Militer/PNS yang belum mendapat izin dari pejabat maka ia seharusnya 

bersikap sebagai berikut: 1) Arahkan untuk mendapatkan izin pejabat 

lebih dahulu, dan memberikan waktu selama 6 bulan. 2) Kalau tidak dapat 

izin dari pejabat kasih pilihan diteruskan atau dicabut perkaranya. 3) bila 

diteruskan buat surat pernyataan bersedia menerima akibat dari perceraian 

yang dilakukan tanpa izin pejabat, sikap Hakim ini juga mengacu pada 

SEMA No. 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 

1983. 

3. Berdasarkan penelitian yang didapat tentang akibat hukum bagi Anggota 

Militer yang melakukan perceraian tanpa izin pejabat adalah hukuman 

displin berat berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 pada pasal 25 ayat (1) Prajurit 

TNI yang melaksanakan Perceraian tidak mendapat surat izin Perceraian 

dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(1) merupakan pelanggaran hukum disiplin militer dan diancam dengan 

hukuman disiplin militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 16 PP No. 10 Tahun 

1983 sanksi yang diberikan bersifat mutlak yaitu diberhentikan dengan 

hormat dari kedudukannya sebagai PNS, sedangkan dalam PP No. 45 

Tahun 1990 hukuman disiplin tersebut telah ada perubahan sedikit ke arah 

yang adil yaitu dikenai salah satu hukuman disiplin berat.  
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B. Saran 

   Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka penulis pada bagian 

ini memberikan saran, diantaranya: 

1. Bagi peneliti lain atau peneliti selanjutnya 

Untuk mengkaji lebih dalam terkait korelasi hukum perundang-undangan 

didalam Peradilan Agama dan Peraturan yang ada di Instansi 

Pemerintahan. Khususnya Peraturan yang mengatur tentang Perceraian 

Anggota Militer/ PNS. 

2. Bagi Pegawai Pengadilan Agama Situbondo 

Di dalam manajemen administrasi perimaan perkara sebaiknya panitera 

lebih disiplin lagi didalam sistem birokrasi ini. Agar lebih tetatur dan 

menjadi contoh/ teladan yang baik bagi Penegak Hukum, Anggota 

Militer, PNS dan masyarakat pada umumnya 

3. Bagi Anggota Militer/PNS atau Pejabat yang berwenang memberikan izin 

a. Harusnya Pejabat yang berwenang member izin lebih memudahkan 

Anggota Militer yang meminta izin untuk bercerai, agar tidak ada lagi 

Anggota Militer yang mengeluh untuk mendapatkan izin pejabat 

sangat sulit. 

b. Mengajak berbagai pihak, khususnya kepada masyarakat Indonesia 

untuk berperan aktif dengan cara memberikan kritik dan saran tentang 

hukum Indonesia melalui lembaga-lembaga pemerintah yang membuat 

Undang-Undang, atau lembaga-lembaga terkait lainnya. 
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c. Hendaknya memberikan edukasi kepada para anggotanya serta 

memberikan sanksi yang tegas agar meminimalisir pelanggaran kode 

etik. 
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